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NAIK 6,5 PERSEN, UPAH MINIMUM KOTA PEKANBARU  

AKAN DIBAHAS SELASA LUSA 

 

 
Sumber gambar: 

https://www.cakaplah.com/berita/baca/117875/2024/12/08/naik-65-persen-umk-pekanbaru-akan-dibahas-

selasa-lusa#sthash.obrelZlG.dpbs      

 

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru akan membahas Upah Minimum 

Kota (UMK) tahun 2025, Selasa (10/12/2024). Besaran UMK tahun depan akan dibahas 

oleh Dewan Pengupahan Kota Pekanbaru.  

Kepala Disnaker Kota Pekanbaru, Syamsuwir mengatakan, saat ini UMK Kota 

Pekanbaru tahun 2025 mendatang belum diusulkan. Rencananya, UMK tersebut akan 

dibahas lusa bersama dewan pengupahan. 

"Di depan pengupahan itu nanti ada ada serikat pekerja dan asosiasi pengusaha juga. 

Jadi ada unsur pemerintah, pekerja dan pengusaha," ujar Syamsuwir, Ahad (8/12/2024). 

Dikatakannya, penetapan UMK Kota Pekanbaru menunggu ditetapkannya Upah Minimum 

Provinsi (UMP). Pasalnya, untuk penetapan UMK harus lebih tinggi dari UMP. 

"Sekarang kan UMP belum ditetapkan, jadi kita tunggu UMP dulu, kemungkinan 

Senin besok ditetapkan UMP," ucapnya. 

Namun begitu, kata Syamsuwir, kemungkinan besar UMK Pekanbaru tetap lebih 

besar dari UMP. Hal itu mengingat angka UMK Pelajaran tahun 2204 lebih besar dari 

UMP. 

Tahun 2024, UMK Pekanbaru sebesar Rp3.412.764 sementara UMP Riau sebesar 

Rp3.294.625. 

Artinya, kata Syamsuwir, jika memang UMK harus lebih besar dari UMP, maka 

UMK Pekanbaru dipastikan lebih besar dari UMP. 
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Diketahui, mengacu pada pasal 5 Permenaker terbaru, penetapan upah minimum 

kabupaten/kota 2025 menggunakan formula penghitungan UMK2025 = UMK2024 + Nilai 

Kenaikan UMK2025. Nilai kenaikan UMK 2025 yakni 6,5 persen dari nilai UMK 2024. 

 

Sumber berita: 

1. https://www.cakaplah.com/berita/baca/117875/2024/12/08/naik-65-persen-umk-

pekanbaru-akan-dibahas-selasa-lusa#sthash.obrelZlG.dpbs, Naik 6,5 Persen, UMK 

Pekanbaru Akan Dibahas Selasa Lusa, 8/12/2024; 

2. https://m.riauaktual.com/news/detail/102539/umk-pekanbaru-tahun-2025-diperkirakan-

naik-capai-6-persen, UMK Pekanbaru Tahun 2025 Diperkirakan Naik Capai 6 Persen, 

8/12/2024. 

 

Catatan:  

 Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 diatur dalam Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024.  

 Kebijakan upah minimum tahun 2025 merupakan salah satu upaya untuk menjaga 

daya beli pekerja/buruh dan daya saing usaha. Upah Minimum adalah upah bulanan 

terendah di perusahaan yang ditetapkan oleh gubernur. 

Perusahaan adalah: 

a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik 

persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang 

mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk 

lain; 

b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan 

mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau 

imbalan dalam bentuk lain. 

Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum provinsi. Penetapan Upah Minimum 

provinsi tahun 2025 menggunakan formula penghitungan Upah Minimum provinsi sebagai 

berikut: 

UMP2025 = UMP2024 + Nilai Kenaikan UMP2025 

Keterangan: 

UMP2025 : Upah Minimum provinsi tahun 2025 

UMP2024 : Upah Minimum provinsi tahun 2024 
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Nilai Kenaikan UMP2025 : Nilai kenaikan Upah Minimum Provinsi tahun 2025 

Nilai kenaikan Upah Minimum provinsi tahun 2025 sebesar 6,5% (enam koma lima 

persen) dari Upah Minimum provinsi tahun 2024. Nilai kenaikan Upah Minimum provinsi 

tahun 2025 mempertimbangkan: 

a. pertumbuhan ekonomi; 

b. inflasi; dan 

c. indeks tertentu. 

Indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap 

pertumbuhan ekonomi provinsi dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan dan 

Pekerja/Buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak 

bagi Pekerja/Buruh. 

Penghitungan Upah Minimum provinsi tahun 2025 dilakukan oleh dewan 

pengupahan provinsi. Dewan pengupahan provinsi merekomendasikan hasil penghitungan 

Upah Minimum provinsi tahun 2025 kepada gubernur. 

Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum kabupaten/kota. Upah Minimum 

kabupaten/kota harus lebih tinggi dari nilai Upah Minimum provinsi. 

Penetapan Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2025 menggunakan formula 

penghitungan Upah Minimum kabupaten/kota sebagai berikut: 

UMK2025 = UMK2024 + Nilai Kenaikan UMK2025 

Keterangan: 

UMK2025 : Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2025 

UMK2024 : Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2024 

Nilai Kenaikan UMK 2025 : Nilai kenaikan Upah Minimum kabupaten/kota tahun 

2025 

Nilai kenaikan Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2025 sebesar 6,5% (enam 

koma lima persen) dari Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2024. 

Nilai kenaikan Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2025 mempertimbangkan: 

a. pertumbuhan ekonomi; 

d. inflasi; dan 

e. indeks tertentu. 

Indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap 

pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan 

dan Pekerja/Buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup 

layak bagi Pekerja/Buruh. 
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Disclaimer: 

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan 

disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK 

Perwakilan Provinsi Riau 

 


